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WALIKOTABONTANG

PROVINSIKALIMANTANTIMUR

RANCANGAN

PERATURANWALIKOTABONTANG

NOMOR……TAHUN……….

PEDOMANPENYELENGGARAANSTATISTIKSEKTORAL

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABONTANG,

Menimbang : a.bahwauntukmemenuhikebutuhanstatistikdaerahsebagai

penunjang perencanaan dan pengendalian pembangunan

daerah,perlupenyelenggaraandatastatistiksektoral;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurufa,perlumenetapkanPeraturanWaliKotatentang

PenyelenggaraanDataStatistikSektoral;

Mengingat : 1.Pasal18 ayat(6)Undang-Undang DasarNegara Republik

IndonesiaTahun1945;

2.Undang-UndangNomor47Tahun1999tentangPembentukan

Kabupaten Nunukan,Kabupaten Malinau,Kabupaten Kutai

Barat,KabupatenKutaiTimurdanKotaBontang(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3839)

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor7

Tahun2000tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor

47Tahun1999tentangPembentukanKabupatenNunukan,

KabupatenMalinau,KabupatenKutaiBarat,KabupatenKutai

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor74;Tambahan Lembaran

RepublikIndonesiaNomor3962);

3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan
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Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014

Nomor244TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia

Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhirdenganUndang-UndangNomor9Tahun2015tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanWaliKotainiyangdimaksuddengan:

1. DaerahadalahKotaBontang.

2. WaliKotaadalahWaliKotaBontang.

3. PemerintahDaerahadalahWaliKotasebagaiunsurpenyelenggarapemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangandaerahotonom.

4. PerangkatDaerahadalahunsurpembantuWaliKotadanDewanPerwakilanRakyat

Daerahdalam penyelenggaraanurusanpemerintahanyangmenjadikewenangan

Daerah.

5. Dataadalahinformasiyangberupaangkatentangkarakteristik(ciri-cirikhusus)

suatupopulasi.

6. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan,pengolahan,

penyajian,dananalisissertasebagaisistem yangmengaturketerkaitanantarusur

dalam penyelenggaraanstatistik.

7. StatistikSektoraladalahStatistikyangpemanfaatannyaditujukanuntukmemenuhi

kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahandantugaspembangunanyangmerupakantugaspokokPemerintah

Daerah.

8. WalidataadalahPerangkatDaerahyangbertugasmenyelenggarakanpenyusunan,

pengumpulan,dan/ataupengolahandanpenyebarluasandata.

9. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang memilikitugas fungsi,dan

kewenanganmenurutperaturanperundang-undanganuntukmenghasilkandata.

10.Pembina Data adalah lembaga yang memilikitugas,fungsi,dan kewenangan
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menurutperaturandanperundang-undanganuntukmelakukanpembinaankepada

PerangkatDaerahterkaitData.

11.BadanPusatStatistikyangselanjutnyadisingkatBPSadalahlembagapemerintah

yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural

bertanggungjawablangsungkepadaPresidendanmemilikikantorperwakilandi

setiapProvinsidanKabupaten/KotasebagaiInstansiVertikaldiDaerah.

12.StandarDataadalahstandaryangmendasaridatatertentuyangmeliputikonsep,

definisi,cakupan,klasifikasi,ukuran,satuan,danasumsi.

13.Metadataadalahinformasiterstrukturterkaitsuatudatayanginformasidaridata

mudahuntukditemukankembali,digunakanataudikelola.

14.PortalDataadalahportaluntukbagipakaidata.

15.KeterbukaanDataadalahdatayangdapatdiaksesdandigunakansecarabebas

sertadipublikasiulangkepadasiapapundengankeharusanmenyebutkansiapa

penciptanyadanberbagidenganlisensiyangsama.

16.InteroprabilitasDataadalahkesiapandatauntukdibagipakaikanantarsistem yang

salingberinteraksi.

17.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau

menggambarkanmakna,maksud,ataunormatertentusebagairujukanidentitas

sebuahdatayangbersifatunik.

Pasal2

MaksudpenyelenggaraanStatistikSektoraladalahuntukmewujudkanperencanaan

dan pengendalian pembangunan Daerah yang berkualitas dan efektif melalui

pengelolaanDatayangakurat,mutakhir,terintegrasi,akuntabel,mudahdiaksesdan

berkelanjutan.

Pasal3

TujuanpenyelenggaraanStatistikSektoraladalahuntuk:

a. memilikisatubasisDatapembangunanyangakurat,terpusat,danterintegrasi;

b. menghasilkananalisiskebijakanpembangunanyangtepat,aktual,bermutu,dan

akuntabelbagiKotaBontangdanpemangkukepentingan;

c. menghasilkanperencanaanpembangunansecaraterukurdankomprehensif;dan

d. mewujudkan pengendalian perencanaan,monitoring,evaluasi,dan pelaporan

pembangunanyangterpercaya.
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BABII

TAHAPANPENYELENGGARAANSTATISTIKSEKTORAL

BagianKesatu

Umum

Pasal4

(1)Pemerintah daerah menyelenggarakan Statistik Sektoral yang dikelola

menggunakanSistem PengelolaanDataStatistikTerpadu.

(2)Sistem PengelolaanDataStatistikTerpadusebagaimanadimaksudpadaayat(1),

meliputidatayangterintegrasimulaitingkat:

a. kelurahan;

b. kecamatan;

c. kota;

d. PerangkatDaerah;dan

e. pemangkukepentinganlainnya.

(3)Masyarakatdanparapemangkukepentingandapatmengaksesdatamelaluiportal

bontangkota.go.id.

Pasal5

TahapanpenyelenggaraanStatistikSektoralsebagaimanadimaksuddalam Pasal4

meliputi:

a.identifikasiData;

b.pemenuhanData;

c. validasiData;

d.analisisData;

e.diseminasi;dan

f. evaluasi

BagianKedua

IdentifikasiData

Pasal6

(1)WalidatamengidentifikasiDataStatistikSektoralyangmenjadikebutuhanDaerah.

(2)Identifikasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanmelaluifocusgroup

discussionataucaralainsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

(3)Focusgroupdiscussionsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilakukanbersama

Produsen Data dan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan,

pelaksanaan,evaluasi,danpengendalianpembangunantingkatDaerah.

(4)Hasilidentifikasisebagaimana dimaksud pada ayat(2)disampaikan kepada
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ProdusenDatauntukditindaklanjutipemenuhannya.

(5)Data PerangkatDaerah dapatdiolah oleh BPS dan harus melaluikoordinasi

Walidata.

(6)DataPerangkatDaerahyangdapatdiolaholehBPSsebagaimanadimaksudpada

ayat(5)berdasarkanperjanjiankerjasamaantaraBPSdanWalidata.

BagianKetiga

PemenuhanData

Pasal7

(1)PemenuhandataStatistikSektoralpadaPerangkatDaerahmelalui:

a.usulankegiatan;

b.rekomendasi;dan

c.pelaksanaankegiatan.

(2)Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui

pengumpulandatadilapanganyangdiperolehdari:

a.survei;dan

b.kompilasidan/ataucaralainsesuaidenganperkembanganilmupengetahuan

danteknologi.

(3)BagiPerangkatDaerahyangakanmelaksanakansurveisebagaimanadimaksud

padaayat(2)hurufa,makaProdusenDataharusmelaporkankepadaBPSmelalui

Walidatadenganberpedomanpadaketentuanperaturanperundang-undangan.

(4)BagiPerangkatDaerahyangmelaksanakanpengumpulandatamelaluikompilasi

dan/ataucaralainsesuaidenganperkembanganilmupengetahuandanteknologi

sebagaimana dimaksud pada ayat(2)hurufb,maka Produsen Data harus

melaporkankepadaBPSmelaluiWalidatadenganberpedomanpadaketentuan

peraturanperundang-undangan.

Pasal8

(1)Rekomendasisebagaimanadimaksuddalam Pasal7ayat(1)hurufbterdiriatas:

a.pengajuanrekomendasi;dan

b.penyampaianrekomendasi.

(2)Pengajuanrekomendasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufameliputi:

a.Produsen Data menyampaikan rancangan Surveikepada Walidata secara

tertulisyangditandatanganiKepalaPerangkatDaerah;

b.Walidatamenyampaikanrancangansurveisecararesmiyangditandatangani

SekretarisDaerahataupejabatyang ditunjuk,baikkolektifmaupunparsial

kepadaBPSgunamemperolehevaluasidanrekomendasi;dan
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c.rancangansurveidisampaikankepadaBPSolehWalidatapalinglama1(satu)

minggusetelahpermohonanditerimasecaralengkap.

(3)Penyampaianrekomendasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbmeliputi:

a.rekomendasidisampaikanolehBPSkepadaWalidatapalinglambat30(tiga

puluh)harikerjasetelahpermohonanditerimasecaralengkapdariWalidata;

b.Walidata menyampaikan hasilrekomendasikepada Produsen Data paling

lambat5(lima)harikerjasetelahrekomendasiditerimasecaralengkapdari

BPS;dan

c.hasilrekomendasiditindaklanjutioleh PerangkatDaerah kedalam kegiatan

sesuaidenganrekomendasidariBPS.

Pasal9

(1)Pelaksanaankegiatansebagaimanadimaksuddalam Pasal7ayat(1)hurufc

dengantahapan:

a.identifikasikebutuhanyangterdiriatas:

1.konsultasidankonfirmasikebutuhan;

2.menentukantujuan;

3.identifikasikonsepdandefinisi;

4.memeriksaketersediaanData;dan

5.membuatproposalkegiatan.

b.rancanganyangterdiriatas:

1.output;

2.deskripsivariabel;

3.pengumpulanData;

4.kerangkasampeldanpengambilansampel;

5.desainsampling;

6.pengolahandananalisis;dan

7.sistem danalurkerja.

c.implementasirancanganyangterdiriatas:

1.penyusunaninstrumentpengumpulandata(kuesioner);

2.membangunkomponendiseminasi;

3.memastikanalurkerjaberjalandenganbaik;

4.pengujian;dan

5.finalisasisistem.

d.pengumpulandatayangterdiriatas:

1.membangunkerangkasampeldanpemilihansampel;

2.mempersiapkanpengumpulanDatamelaluipelatihanpetugas;dan
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3.melakukanpengumpulanData.

e.pengolahandataterdiriatas:

1.penerimaanyangtelahditetapkandilengkapidenganMetada.

2.pengelompokandatadilakukandenganmenggunakansistem sesuaidengan

jenisdata.

3.Penyuntinganbaiksecaradigitalmaupunmanual.

4.penyandian;dan

5.perekamanataupenyimpananData.

(2)Apabiladalam halpelaksanaankegiatandiperlukanperbaikandanpemeliharaan,

dilakukan berdasarkan program prioritas Perangkat Daerah dan komitmen

PemerintahDaerahsecaraumum.

BagianKeempat

ValidasiData

Pasal10

(1)Validasi Data dilakukan untuk memperoleh data yang sahih dengan

mempertimbangkanmetodologikeilmuan.

(2)HasilpengumpulandatadisampaikanolehProdusenDatakepadaWalidatauntuk

dilakukanvalidasipalinglambat14(empatbelas)harikerjasejakpengumpulan

datadinyatakanselesai.

(3)Hasilpengumpulandatasebagaimanadimaksudpadaayat(2)disusundalam

bentukrancanganlaporan.

(4)Validasisebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan melaluifocus grup

discussionataucaralainyangdiaturberdasarkanketentuanperaturanperundang-

undangan.

BagianKelima

AnalisisData

Pasal11

(1)Datayangdihasilkanbaikmelaluisurvei,kompilasidancaralainsesuaidengan

perkembanganilmupengetahuandanteknologiyangtelahvaliddapatdilakukan

analisisolehPerangkatDaerahdan/atauWalidatasesuaikebutuhan.

(2)AnalisisDatayangditerimaolehWalidatadisampaikankepadaBPS.
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(3)Analisis Data dapat dijadikan sebagai bahan masukan perencanaan dan

pelaksanaanpembangunandengancaramandiridan/ataumelibatkanpakar.

(4)Apabila Perangkat Daerah tidak ada kegiatan survei,harus melaksanakan

kompilasiataucaralain sesuaidengan perkembangan ilmupengetahuan dan

teknologi selanjutnya menyusun analisis Data dalam bentuk laporan dan

disebarluaskan.

(5)PemanfaatananalisisDatadiarahkankepadaDatatabularmaupunDataspasial

untukmendukungperencanaan,pengendalian,pelaporan,danevaluasi.

(6)Data tabular sebagaimana dimaksud pada ayat(5) merupakan Data yang

menggambarkan karakteristik,kualitas atau hubungan penampakan peta dan

lokasi geografis atau merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan

keberadaanberbagaiobjeksebagaidataspasial.

(7)Data spasialsebagaimana dimaksud pada ayat(5) merupakan data yang

berkenaandenganruangatautempat.

BagianKeenam

Diseminasi

Pasal12

(1)Diseminasidapatdilakukanmelaluimediacetak,mediaelektronikataupunsystem

databasesecaraberkala.

(2)Diseminasidalam bentukmediacetakberupabuku,leaflet,majalah,jurnal,koran,

danbentuklainnya.

(3)Diseminasidalam bentukmediaelektronikberupalayananpesansingkat(short

messageservice),radio,televisi,televisi,laman(website),danbentuklainnya.

(4)DiseminasidariPerangkatDaerah dapatdikembangkan menjadi1 (satu)dan

dikelolaolehWalidatadalam Sistem InformasiPengelolaanDataStatistikTerpadu.

(5)Diseminasiperlumemperhatikankerahasian,privasi,keamanandanhakkekayaan

intelektual,dandikelolasesuaidenganprosedurpenyebarluasandataditetapkan

berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal

PemerintahDaerahdanmasyarakat.

Pasal13

(1)TerkaitdenganDatarahasiamengikutiketentuanpengecualianinformasisesuai

denganketentuanperaturanperundang-undangan.

(2)Jangkawaktupenetapandatarahasiatidakbersifatpermanendanberpedoman

padaketentuanperaturanperundang-undangan.
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Pasal14

(1)DiseminasianalisisDatadanpedomandalam PenyelenggaraanStatistikSektoral

dilaksanakanolehWalidata.

(2)Analisisdatayangdiseminasiharussudahmemilikistatusinformasiterbuka.

(3)AnalisisDatasebagaimanadimaksudpadaayat(2)dapatberupainformasiyang

wajibdiumumkandantersediasecaraberkala,informasiyangwajibdisediakan

setiapsaatdaninformasiyangwajibdiumukansecarasertamerta.

(4)Tatacarapemilahan,update,penetapandanlayananpermohonandata/informasi

mengacupadaketentuanperaturanperundang-undanganmengenaiketerbukaan

informasipublik.

BagianKetujuh

Evaluasi

Pasal15

EvaluasipenyelenggaraansurveidankompilasiprodukadministrasiStatistikSektoral

yangtelahdiselenggarakandilakukanuntukmelihatpermasalahanyangterjadiselama

pelaksanaansertasebagaimasukanuntukperbaikanpelaksanaanpenyelenggaraan

StatistikSektoral.

BABIII

PENERAPANINTEROPERABILITASDATA

Pasal16

(1)AnalisisDatayangdiperolehdaripenyelenggaraanStatistikSektoraldapatbagi

pakaidataantarPerangkatDaerahtanpadikenakanbiaya.

(2)Bagipakaidata antarPerangkatDaerah dilaksanakan tanpa dokumen nota

kesepahaman,perjanjiankerjasama,ataudokumensejenisnyasesuaiperaturan

perundang-undangan.

Pasal17

(1)WalidatamengidentifikasikebutuhanKodeReferensidanberkonsultasidengan

PembinaData.

(2)PembinaDatamemeriksadaftarKodeReferensiyangtersediadanmemberikan

rekomendasikepadaWalidata.

(3)WalidatamenyampaikanrekomendasiKodeReferensikepadaProdusenData.

(4)Dalam halKodeReferensisebagimanadimaksudpadaayat(2)belum tersedia,

PembinaDatamengusulkanKodeReferensikepadaTim PengelolaanDataStatistik
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Terpadu.

Pasal18

(1)InteroperabilitasDatadilakukandenganketentuansebagaiberikut:

a.Produsen Data memastikan konsisten sintak/bentuk,

struktur/skema/komposisipenyajian,dansemantik/artikulasiketerbacaanData

yangdigunakanuntukbagipakaidataantarsistem elektronik;

b.ProdusenDatamemastikanformatdatamenggunakanstandarterbukayang

mudahdibacasistem elektronik;dan

c.ProdusenDatamenyampaikandatabesertaMetadatayangmelekatpadaData

tersebutkepadaWalidata.

(2)WalidatamemastikanpenerapanInteroperabilitasDatasebagaimanadimaksud

padaayat(1).

(3)Dalam halInteroperabilitasDatabelum terpenuhi,WalidatamengembalikanData

kepadaProdusenData.

Pasal19

(1)Data beserta Metadata yang telah memenuhiketentuan InteroperabilitasData

disebarluaskanolehWalidatamelaluiPortalData.

(2)WalidatamembukasemuaDatadanMetadatadiPortalData,kecualiketerbukaan

Datatersebutdibatasiolehperaturanperundang-undangan.

(3)TerkaitPenggunaDataselainPemerintahDaerah,pengecualianketerbukaanData

sebagaimana dimaksud pada ayat(2),dilakukan dengan pengujian tentang

konsekuensisesuaiperaturanperundang-undangantentangketerbukaaninformasi

publik.

BABIV

PENYELENGGARAAN

BagianKesatu

Umum

Pasal20

(1)Pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh Tim

PengelolaanDataStatistikTerpadu.

(2)Tim PengelolaanDataStatistikTerpadusebagaimanadimaksudpadaayat(1)

terdiridari:

a.PembinaData;

b.Walidata;dan
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c.ProdusenData.

(3)UntukmembantupelaksanaantugasTim PengelolaanDataStatistikTerpadudapat

dibentukkelompokkerja.

(4)Kelompokkerjasebagaimanadimaksudpadaayat(2)terdiridari:

a.kelompokkerjaidentifikasidanpemenuhankebutuhandata;dan

b.kelompokkerjavalidasidananalisisdata.

(5)Susunankeanggotaantim PengelolaanDataStatistikTerpaduditetapkandengan

KeputusanWaliKota.

BagianKedua

Tugas

Paragraf1

Tim PengelolaanDataStatistikTerpadu

Pasal21

Tim PengelolaanDataStatistikTerpadumempunyaitugas:

a.melaksanakankomunikasidankoordinasidalam pelaksanaanSistem Pengelolaan

DataStatistikTerpadu;

b.merumuskandanmenyepakatikebijakanteknisSistem PengelolaanDataStatistik

Terpadu;

c.mengidentifikasidanmengeloladaftarprodusenDatauntukSistem Pengelolaan

DataStatistikTerpadu,sertamenetapkankewenangandantanggungjawabuntuk

menertibkanDataagarDatadapatdigunakansecaramaksimaldanmaanfaatnya

dapatdisebarluaskan;

d.menyusunrencanaaksitahunanSistem PengelolaanDataStatistikTerpadu;

e.merumuskan bahan harmonisasikebijakan Sistem Pengelolaan Data Statistik

Terpadu;

f. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data

StatistikTerpadusecaraberkalakepadaWaliKota.

Paragraf2

PembinaData

Pasal22

PembinaDatamempunyaitugas:

a.memastikanpelaksanaanSistem PengelolaanDataStatistikTerpadu;dan

b.melakukankoordinasimengenaipenyelenggaraanDatayangmenjadikebutuhan

internalProdusenDatadenganWalidatauntukmencegahduplikasiData.
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Paragraf3

Walidata

Pasal23

Walidatamempunyaitugas:

a.pengumpulan,pengelolaan,verifikasidan validasi,analisisData lintassektoral,

diseminasi,danevaluasi;

b.menerimadanmenghimpunDatayangdisampaikanolehProdusenData;

c.memastikanMetadatamelekatpadaDatayangdisampaikanolehProdusenData;

d.membukasemuaDatadanMetadatayangdiperolehdariprodusenDatadilaman

resmiPemerintahKotaBontang,kecualiketerbukaanDatatersebutdibatasioleh

peraturanperundang-undangan;

e.melakukankoordinasimengenaipenyelenggaraanDatayangmenjadikebutuhan

internalProdusenDatadenganPembinaData,danpihaknonpemerintah;

f. memperhatikan kebutuhan data dari Produsen Data dan masyarakat dan

merekomendasikan penyusunan,pengumpulan,dan pengolahan Data kepada

ProdusenData;dan

g.merencanakanpenanganandanpenyimpananDatauntukmemastikanpengelolaan

danpemeliharaanData,sehinggainvestasiterhadapDatadanmanfaatnyadapat

diperolehsecaramaksimaluntukkepentinganpembangunankotadanmasyarakat.

Paragraf4

ProdusenData

Pasal24

ProdusenDatamempunyaitugas:

a.menyusun,mengumpulkan,danmengolahDatatermasukDatayangbersumberdari

pihaknonpemerintahsesuaidenganstandarDatadanMetadatasesuaidengan

kewenangannya;

b.menetapkanstatusklasifikasiDatapadasaatprosespengumpulanData;

c.mengkajikesesuaianDatayangdiperolehberdasarkankriteriayangtelahditentukan,

meliputiskala,resolusi,reliabilitas,akurasi,klasifikasi,integritasdanstandarData;

d.menyampaikandatakepadaWalidatabesertaMetadatayangmelekatpadaData

secaraberkalasesuaidengankebutuhan;

e.memberikanmasukankepadaWalidataterkaitpelaksanaankebijakanPengelolaan

DataStatistikSektoral;dan
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f. memastikanterjaganyahakintelektualdanhakciptaData,diutamakanDatayang

diperolehdaripihakeksternaldanmenindaklanjutirekomendasidariWalidataatas

kebutuhanPenggunaData.

Paragraf5

KelompokKerja

Pasal25

(1)KelompokkerjaidentifikasidanpemenuhankebutuhanDatamempunyaitugas:

a.melakukanidentifikasidanpemenuhandatapadaPerangkatDaerahmelalui

kegiatanStatistik,rekomendasiStatistikdanpelaksanaankegiatanStatistik

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan;

b.melaksankanidentifikasiDataStatistikSektroralmelaluiFocusGrupDiscussion;

dan

c.mengoordinasikanterkaittingkatpemenuhanDatayangsudahdiidentifikasi.

(2)Kelompokkerjavalidasidananalisisdatamempunyaitugas:

a.melakukanvalidasiterhadaphasilpengumpulanDatayangdisampaikanoleh

produsenDatamelaluiFocusGrupDiscussion;

b.melakukanpengolahanDatadananalisisDatalintassektoral;

c.penyebarluasan analisis Data yang dilakukan melaluimedia cetak,media

elektronikataupunsuatusystem databaseyangdikembangkanolehWalidata;

dan

d.pemanfaaatan analisis Data diarahkan kepada Data tabularmaupun Data

spasialuntukmendukungperencanaan,pengendalian,pelaporandanevaluasi.

BABV

INSENTIF

Pasal26

(1)Pemerintah Daerah dapatmemberikan insentifkepada PerangkatDaerah dan

instansilainnyayangmengelolaDatadanStatistikDaerahdenganbaikdan/atau

memberikankontribusiterhadapperwujudanpenyelenggaraanDataStatistikuntuk

pembangunanDaerah.

(2)Bentukinsentifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berupapenghargaan.

BABVI

KOORDINASI

Pasal27

(1)UntukmenjaminketerpaduanpengelolaanDatapembangunanDaerah,Walidata

bersama Produsen Data melaksanakan koordinasipengelolaan sistem dan
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prosedurpengelolaanDataStatistikSektoral.

(2)Koordinasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandengan:

a.pemerintahpusat;

b.pemerintahprovinsidanantarkabupaten/kota;

c.masyarakat;dan

d.pemangkukepentinganlainnya.

BABVII

KERJASAMADANKEMITRAAN

BagianKesatu

Kerjasama

Pasal28

(1)PemerintahDaerahmengembangkanpolakerjasamadalam rangkamewujudkan

penyelenggaraan Statistik Sekotral sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2)Kerjasamasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandengan:

a. perguruantinggi;

b. lembagapenelitian;dan

c. pihaklainnya.

BagianKedua

Kemitraan

Pasal29

(1)PemerintahDaerahdapatmelaksanakankemitraandalam halpengelolaanData

StatistikSektoraldengan badan usahabaikdalam negerimaupun luarnegeri

sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dituangkan dalam bentuk

kesepakatandan/atauperjanjianantaraPemerintahDaerahdanbadanusahayang

bersangkutan.

BABVIII

PERANSERTAMASYARAKATDANDUNIAUSAHA

Pasal30

(1)Masyarakatdanduniausahaberperansertadalam pengelolaanDataStatistik

Sektoral.

(2)Peranmasyarakatdanduniausahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapat
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dilakukanmelaluipemberiandatapembangunan,usulpertimbangandansaran

kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Data Statistik Sektoraluntuk

PembangunanDaerah.

BABIX

PEMBINAAN

Pasal31

(1)Dalam halpeningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Statistik

Sektoralperlumelakukanpembinaandalam bentukpendidikandan/ataupelatihan.

(2)Perangkat Daerah yang membidangistatistik memfasilitasipendidikan dan

pelatihansumberdayamanusiapengelolaDataStatistikSektoral.

BABX

PEMBIAYAN

Pasal32

Pembiayaan yang diperlukan untukpenyelenggaraan StatistikSektoraldibebankan

pada:

a. anggaranpendapatanbelanjaDaerah;dan/atau

b. sumberlainyangtidakmengikatsesuaidenganperaturanperundang-undangan. 

BABXI

KETENTUANPENUTUP

Pasal33

PeraturanWaliKotainimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanWaliKota

inidenganpenempatannyadalam BeritaDaerahKotaBontang.

DitetapkandiBontang

padatanggal…….

WALIKOTABONTANG,

NENIMOERNIAENI

DiundangkandiBontang
padatanggal……
Pj.SEKRETARISDAERAHKOTABONTANG,
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AGUSAMIR

BERITADAERAHKOTABONTANGTAHUN…….NOMOR…


